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ABSTRAK 

Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga independen yang bertugas 

melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, salah 

satunya adalah sektor Perasuransian yaitu PT Asabri. semenjak diberlakukan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 mengenai pengawasan yang 

dilakukan oleh PT Asabri, membuat Otoritas Jasa Keuangan tidak termasuk dalam 

lembaga yang berwenang mengawasi PT Asabri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 telah mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan melakukan sistem 

pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. 

Sehingga apabila PT Asabri tidak mengacu pada Undang-Undang yang telah 

mengatur tentang pengaturan dan pengawasan dapat menyebabkan ketidakpastian 

hukum bagi masyarakat dan penegak hukum. Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan 

diharapkan untuk mengawasi PT Asabri serta diharapkan untuk melakukan 

perbaikan atau mencabut aturan pada PT Asabri karena akan mengakibatkan celah 

keabsenan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam 

mengawasi lembaga keuangan. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, 

kedudukan hukum undang-undang adalah lebih tinggi dari peraturan pemerintah, 

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sehingga 

kedudukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 lebih tinggi kedudukannya dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015. 

 

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuagan, PT Asabri, Pengawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 

 

ABSTRACT 

The Financial Services Authority is an independent institution in charge of 

regulating and supervising the financial services sector, one of which is the 

Insurance sector, namely PT Asabri. since it was enacted, Government Regulation 

Number 102 of 2015 regarding supervision carried out by PT Asabri, has made the 

Financial Services Authority not included in the agency authorized to supervise PT 

Asabri. Law Number 21 of 2011 regulates the Financial Services Authority to 

implement a regulatory and supervisory system for all activities in the financial 

services sector. So that if PT Asabri does not refer to the Law that regulates 

regulation and supervision it can cause legal uncertainty for the community and law 

enforcers. Therefore, the Financial Services Authority is expected to supervise PT 

Asabri and is expected to make improvements or revoke regulations at PT Asabri 

because it will result in a gap in the absence of the Financial Services Authority as 

the institution responsible for overseeing financial institutions. Judging from the 

hierarchy of statutory regulations, the legal position of a law is higher than 

government regulations. This is based on the provisions of Article 7 paragraph (1) 

of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations, so 

that the position of the Law Number 21 of 2011 has a higher position than 

Government Regulation Number 102 of 2015. 
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